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Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait 
Jainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 
2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan 
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran 
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar dengan memperhatikan kesesuaian laporan 
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas 
sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar 
Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 

1. Opini atas Laporan Keuangan 
Wajar Tanpa Pengecualian. 

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan 
Perundang-U ndangan 
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan 
keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
pengelolaan keuangan daerah, antara lain: 
a. Pengelolaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Blitar belum memadai, 

sehingga potensi pendapatan atas layanan Persetujuan Bangunan Gedung tidak tercapai 
minimal sebesar Rp181.927.999,00. 

b. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai 
ketentuan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas penggunaan dana BOS sebesar 
Rp 130.815.000,00. 

c. Kekurangan volume atas 27 paket pekerjaan pada enam SKPD sehingga, terdapat 
kelebihan pembayaran atas 27 paket pekerjaan pada enam SKPD sebesar 
Rp262.681. 738,81. 
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Tembusan: 
1. Yth. Anggota V BPK Rl 
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Rl 
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5. Yth. Inspektur Kota Blitar 
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Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali 
Kota Blitar, antara lain agar memerintahkan: 
a. Kepala Dinas PUPR untuk melakukan verifikasi atas perhitungan potensi pendapatan 

retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rpl81.927.999,00 dan menambah 
jumlah personil TPA dan TPT yang kompeten. 

b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran penggunaan dana 
BOS dan menyetorkannya ke Kas BOS sebesar Rpl30.815.000,00 serta menetapkan 
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak/Surat Pembebanan. 

c. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan, 
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kepala Dinas 
Perhubungan menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian 
kerugian daerah sebesar Rp 159 .405 .280,99 kepada pihak terkait yang telah melakukan 
penyetoran ganti kerugian daerah dan memproses kelebihan pembayaran dan 
menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp103.276.458,81 serta menetapkan Surat 
Keterangan Tanggungjawab Mutlak/Surat Pembebanan. 

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan 
Nomor 71.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 71.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing­ 
masing bertanggal 23 Mei 2023. 

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK 
tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) 
hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. 

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Blitar, kami ucapkan terima kasih. 
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